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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG 

ANGGARAN PEND.6-PATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK 
TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 
~ 

Menimbang : a. bahwa untuk melaks;inakan ketentuan pasal 181 ayat 
{1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerlntahan Daerah sebagaimana telah dlubah 
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadl Undang-Undang, 
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD untuk memoeroleh persetujuan 
bersama; 

b. bahwa P~raturan Daerah tentang Anggaran 
Pt:ndapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
diajukan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, 
merupakan perwujudan darl Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan 
kedalam Kebljakan Limum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
yang telah dlsepakatl bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
pada tanggal 18 bulan Januarl Tahun 2011; 

c.. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Oaerah tentang Anggaran . 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak 
Tahun Anggaran 2011; 

!1 DOKU~1ENTASI HUK\Ul\ I KABUPA'fF.i~ DE11AK 

• 
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ingingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan ,Daerah daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsl Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang
undang Nomor 12 Tahun 1985 tent:ing Pajak Bumi 
dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 •Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Nr:gara Yang Bersih Dan Bebas 
Korupsl, Kolusl 'dan Nepotlsme ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahuri" 2003 tentang 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
F'embentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 53, 
Tarnbahan Lembaian Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Juwab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Naslonal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tam0ahal) Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421}; 

I • 
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9, Undang-Undang Nomor 32 ·Tahun 2004 tentang 
Pemerintatian ,Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta_hun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Leinbaran ,Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagalmaria telah diubah beberapa kali terakhii' 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

10, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perlmbangan Keuilngan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu11 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Da~rah dan Retrlbusl Daerah ( Le1nbaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 200l;I Nomor 130, 
Tambahan Lemt-aran Negara Republik lhdonesla 
Nomor 5049 ); 

' 
12, Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Phnplnan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Ts1hun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagalmana telah 
diubah beberapa kali diuqah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2007 t~ntang Perubahan Ketlga Atas 
Peraturan Pemerlnteh Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Pro,okoler dan Keuangan Plmpinan dan 
Anggota Dewan t>erwakllan Rakyat Daerah 
( Lembaran Negara kepubllk Indonesia Tahun 2007 

· Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47~2 ) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Urnurn Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indunesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4502 ); 

14, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 



15. Peraturan Pemerlntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
f'injaman . Da~rah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ); 

16. Peraturan Pemelintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

17. Peraturan Pemelintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
( Lembaran Negara ~epubllk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4576); 

18. 

19. 

Peraturan Pemerlntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah kepada l:'aerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

• 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 T.rhun 2005 tentang 
Pengelolaan l<euangan Daerah (Lembaran Negara 
R,epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 
l"elayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

-1· Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4614); 

2h, Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pemblnaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) 

22. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi 
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Rep!.Jblik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan P~merintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerali proplnsi dan Pemerlntahan 
Daerah Kabupater. / Kota ( Lembaran negara 

• 
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Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Rerublik Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemermtah Republik Indonesia Nomor 69 
Tahun 2010 tentarig Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentit• Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daera:i (Lembaran Negara Republik 
.Indonesia Tahun ;,010 Nomor 119); 

25. Peraturan Menteri l\euangan Republik Indonesia 
Nomor 20/PMK.07/2009 te.ntang Perubahan Atas 
Peraturan Menterl Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas 
Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Republlk Indonesia 
Nomor 24~/PMK.07/2010 tentang Pedorr1an Umum 
dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) bagl Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota 
Tahun Anggaran 2011 (Serita Negarc1 Republlk 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 659); ~ 

27, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Arggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten · foemak 
( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 
2906 Nomor 13 Serl E Nomor 9 ) sebagalmana telah 
dlubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan 
daerah Kabupaten Demak Nt'>mor 14 Tahun 2007 
( lembaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 
Nomor 14 ); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 
2006 tentai:ig Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Demak ( Lembaran Daerah Kabupaten 
_Demak Tahun 2006 Nomor 8 Serl E Nomor 6) 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Demak ( Lembaran . 
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri 
E nornor 7 ) . 

• 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 
2007 Nomor 10 ); 

• 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 
2008 tentang .. Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 
Nomor 4). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DE\IVAN PERWAKILAN RAKYAT DAf:RAH KABUPATEN DEMAK 

dan 

BUPATI DEMAK 

MEMUTUSK,..N 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG 
ANGGARAN PENDAPt\TAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPAl'EN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2011. 

PasJI 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
sebagal berlkut: 

( 1) Pendapatan 

(2) Belanja 

Su rpl us/Defislt 

(3) Pemblayaan Daerah 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Pembiyaan Netto 

Rp. 968.294.838.000,· 

Rp. 1.040.196.821.000,· 

( Rp. 71.901.983.000,·) 

Rp. 75.701.983.000,· 

Rp. 3.lj00.000.000,· 

Rp. 71.901.983.000,· 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHII.· 

Pai;al 2 

(1.) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
darl : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah 

, 

Rp. 67.751.260.000,· 

Rp. 657.235.269.000,· 

Rp. 243.308.309.000,· I 
' • 
i 
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{2.) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

{ 1 ) 

a. Pajak daerah 

b. Retribusi daerah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 

d. Lain - lain Pendapatan Asli Derah 

yang sah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

19.850.048.000,-

11.650.212.000, -

4.879.500.000,-

Rp. 31.371.500.000,· 

(3.) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagl hasil Pajak/ bagi hasil Rp. 44.581.909.000,-

bukan pajak 

b. Dana alokasi umum 

c. Dana alokasi khusus 

Rp. 544.790.060.000,

Rp. 67.863.300.000,-

(4.) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf c terdirl darl jenls pendapatan : 

a. Hlbah Rp, 1.956.689.000,-

b. Dana darurat 

c. Dana bagl hasil pajak darl Proplnsi 

dan Pemerintah Daerah Lainnya 

Rp 

Rp. 30.196.077.000,-

d. Dana Penyesuaian dan Otone,mi Khusus Rp. 137.342.958.000,-

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi Rp. 73.812.585.000,-

Pasal 3 
(l.) Belanja Dacrah sebagai1nana din1aksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. B~lanja tidak langsung Rp. 652.970.938.000,-

b. Belanja langsung Rp. 387.225.883.000,-

' 
(2.) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

huruf a terdiri darl jenis belanja 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Sunga 

c. Belanja Subsidi 

Rp. 519.620.552.000,

Rp. 

Rp. 

• 
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d. Belanja Hibah Rp . 25.855.030.000,-
• 

e. Belanja Bantuan sosial ' Rp. 60.962.360.000,-

f. Belanja Bagi has I I Rp. 3.490.996.000,-

g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 40.542.000.000,-

h. Belanja tidak terduga Rp. 2.500.000.000,-

(3.) Belanja langsung sebagaimana d:maksud pada ayat ( 1 ) huruf 
b terdlrl dari jenls belanja : 

a. Belanja Pegav,al 
• 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal 

Pasal4 

Rp. 36.365.723.300,

Rp. 150.314.191.560,· 

Rp. 200.545.968.040.-

(1.) Pembiayaan Daerah sebagdimana dlmaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari : 

a. Penerlmaan Pembiayaan 

b. Pen~eluaran Pembiayaan 

Rp. 

Rp. 

~ 

75.701.983.000,-

3.800.000.000,· 

(2.) PenerifT)aan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1 ) huruf a terdlri 
darl jenis pemblayaan : · 

a. Slsa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun -
Anggaran Sebelumnya( SILPA ) Rp. 73. 701.983.000,-

\b. Pencairan Dana Cadangan Rp . 
• c. Hasil f>enjualan Kekayaan Daerah yang 

dlplsahkan · Rp. 

d. Penerlmaan Kemball Pemberian Plnjaman Rp. 2.000.000.000,-

e. Penerima~n Plutang Daerah Rp. 

(3.) Pengeluaran sebagalmana dlmaksurl pada ayat (1 ) huruf b terdirl 
dari jenis pemblayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 

b. Penyertaan modal ( investasl ) Rp. 1.800.000.000,: 

Pemerintah Daerah 

c. Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp. 

d. Pemberian pinjaman daerah RI). 2.000.000.000,-

• 
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Pasal s 
Uralan le:bih lanjut Angi;iaran° Peridapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terp:sahkan dari Peraturan Daerah 
ini, terdi ri : 

1. Lampi ran I 
2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lamplran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampl ran. \III 
8 Lamplran VIII 
9. Lamplran IX 

10. Lampiran X 

Ringkasan /\PBD ; 
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organlsasl ; 
Rinclan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organ!sasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasl Belanja menu rut Urusan 
Pemerintahan Daerah , Orga-nisasi, Program dan 
Kegiatan ; 
Rekapitul;:isi Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan llrusan Pemerintahan Daerah 
dan . Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara ; 
Daftar Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per 
jabatan ; 
Daftar Piutang daerah ; 
Daftar Penyertaan modal (lnvestasl) daerah ; 
Daftar perklraan penambahan dan pengurangan 
aset Tetap Daerah; 
Daftar Perklraan penambahan dan pengurangan 

• aset lalnnya; ; 
11. Lampirun XI : Daftar keglatcin keglatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarka!1 kembali dalam tahun anggaran inl; 

12. Lampiran ~II : Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi dc:erah. 

Pasal 6 

D.:;ilam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedla anggarannya termasuk belanja untuk keperluan 
mendesak 

Kriterla darurat dimaksud sebagal beriktJt : 

I. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktlvitas pemerintah daerah 
dan tidak dapat'diprediksikan sebelumnya; 

2. Tidak dihasrapkan terjadi secara berulang; 

3. Berada dlluar kendali dan pengaru'h pemerintah daerah; dan 

4. Merniliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
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Kriteria rnendesak dimaksud sebagai berikut : 
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1. Prograrr1 dan kegiatan p~layanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedi11 dalam tahun anggaran berjalan; 

2. Keperluan rnendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang leblh besar bagi pernerintah daerah 
dpn masyara kat; dan 

3. adanya kebijakan pemerintah yang berlmplikasi pada beban APBD 
tahun berjalan. 

Pasal 7 

Bupa~i Demak menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Demak sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Penctapatan dan Belanja Daerah. 

?asal c 
Peraturan Daerah lni mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 

-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan D;,1erah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Demak. 

Oitetapkan di Demak 

pada tanggal 9 Maret 2011 

..S!,!P.ATI DEMAK -
A ZAN I ~ 

Diundangkan di Demak 

pada tar)ggal 9 Maret 2011 

SEKJ.lt~~-°-~E ~ KABLIPATEN DEMAK 

~ - . ,., ,-::;:-~·t . ' 

\ :--•;{ ., f : ~O SASMl10 
.._,~./!" f\.! ': ,#,/ / r 

LEMBAR'AN'E>'AERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR .~1 

I 




